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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, baik
dari segi pengetahuan maupun keterampilan atau mental dengan diharapkan dapat
menciptakan Good Governance yang diinginkan oleh segenap masyarakat.
Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubah cara berpikir,
hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Shwab (2016) menyatakan bahwa
dunia telah mengalami empat tahapan revolusi, yaitu : 1) Revolusi Industri 1.0
terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, 2) Revolusi Industri 2.0
terjadi pada abad ke 19-20 melalui penggunaan listrik, 3) Revolusi Industri 3.0
terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4)
Revolusi Industri 4.0 sendiri terjadi pada sekitar tahun 2010an melalui rekayasa
intelegensia dan internet of thing sebagai tulang punggung pergerakan dan
konektivitas manusia dan mesin.

Era tersebut akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai
bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain
seperti ekonomi, sosial, dan politik. Maka dari itu dalam mempersiapkan diri
menghadapi Revolusi Industri 4.0 kebutuhan SDM yang berkualitas tidak dapat
ditunda lagi pemenuhannya. Semua organisasi baik pemerintah maupun swasta

diharapkan mampu menyediakan SDM yang berkualitas, yang mampu menjawab



semua tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab.

Kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan
dilakukannya pengembangan yang mengarah kepada pendidikan dan pelatihan
SDM. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan SDM,
terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia.
Seperti yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dalam membangun SDM
yang unggul. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam
mengubah masyarakat. Bermodal sumber daya yang dimiliki berupa ilmu
pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya,
perguruan tinggi dapat menginisiasi perubahan untuk lingkungan sekitarnya.

Menurut Pinheiro, Benneworth, et al (2015), Perguruan tinggi dipandang
sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya
manusia agar dapat memanfaatkan peluang yang ada seperti, Universitas Negeri
Jakarta (UNJ). UNJ merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran
sangat besar dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
peningkatan daya saing. Peran ini sejalan dengan fungsi pendidikan tinggi. Dalam
Undang-undang No. 12 Tahun 2012 pasal 4 dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi
berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif,
terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan

mengembangkan llmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan



menerapkan nilai humaniora. Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan guna
menciptakan SDM yang berkualitas ialah melalui program Prakatik Kerja
Lapangan yang wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Pengembangan diri dalam
situasi dan kondisi dunia kerja merupakan salah satu tujuan dari adanya praktik
kerja lapangan ini.

Sejalan dengan era revolusi 4.0 yang akan mendisrupsi berbagai aktivitas
manusia dalam berbagai bidang, praktikan memilih instansi pemerintah dalam
bidang perencanaan pembangunan daerah yaitu Bappedalitbang (Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten
Bogor. Jika dilihat dari perbandingan luas wilayah antar kabupaten di provinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bogor merupakan wilayah ketiga dengan luas terbesar di
Jawa Barat. Berdasarkan data BPS (2016), luas wilayah tertinggi diperoleh dari
Kabupaten Sukabumi (4.145 kmz2), dilanjut dengan Kabupaten Cianjur (3.840
km2), dan selanjutnya Kabupaten Bogor (2.710 km2). Dengan luasnya wilayah
tersebut seharusnya dapat mensejahterahkan masyarakat dengan memaksimalkan
potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Untuk memaksimalkan SDA,
maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk ikut serta
dalam memaksimalkannya. Berdasarkan data BPS (2019), jumlah penduduk
Kabupaten Bogor merupakan jumlah penduduk terbesar di kabupaten se-jawa barat
yaitu sebesar 5.965.410 jiwa. Melihat luas wilayah disertai dengan jumlah
penduduk terbesar, maka praktikan memiliki keterkaitan dengan program studi
yang ditempuh penulis, terkhusus keterkaitan dengan mata kuliah yang telah

diampuh. Diperlukan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui



pembangunan wisata di daerah yang bersangkutan untuk meningkatkan pendapatan

masyarakat sekitar.

B. Maksud dan Tujuan PKL
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat

beberapa maksud dari pelaksanaan PKL, yaitu :
1. Menyalurkan kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam dunia kerja
2. Mempraktikan ilmu pengetahuan yang telah diperolen pada masa
perkuliahan ke dalam dunia kerja
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada dunia kerja
4. Mempelajari proses perencanaan suatu daerah yang dilakukan oleh
lembaga teknis daerah
Selain itu, tujuan dari pelaksanaan PKL adalah :
1. Mengembangkan ilmu pengetahuan serta potensi mahasiswa melalui
praktik kerja lapangan
2. Mengembangkan relasi dalam dunia kerja
3. Menjalankan kewajiban mahasiswa dalam menuntaskan mata kuliah
yang tengah ditempuh, yaitu PKL.

4. Meningkatkan kualitas diri dalam dunia kerja

C. Kegunaan PKL

Pelaksanaan program PKL memiliki kegunaan yang dapat peroleh oleh
beberapa pihak terkait, yaitu :

1. Bagi Praktikan



a. Melatih kedisiplinan, kerja sama, dan tanggung jawab sebagai
budaya dalam dunia kerja
b. Melatih dan menambah keterampilan diri mahasiswa
c. Mengembangkan relasi dalam dunia kerja
d. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengatasi hambatan-
hambatan dalam dunia kerja
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
a. Memperkenalkan kualitas mahasiswa dari program studi Pendidikan
Ekonomi dan Fakultas Ekonomi kepada pihak yang bersangkutan
b. Menjalin hubungan kerja sama antara akademisi dengan instansi
yang bersangkutan
3. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Bogor
a. Menjalin hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan
Bappedalitbang Kabupaten Bogor
b. Menjalin hubungan kerja sama antara mahasiswa dengan
Bappedalitbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

D. Tempat PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di salah satu lembaga teknis

pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Berikut informasi mengenai lembaga teknis

tersebut :
Nama Instansi  : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor
Alamat : Jalan Segar 111 Kav 2 Komplek Perkantoran Pemda Bogor,



Cibinong — Bogor, Jawa Barat

Divisi : Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA),
tepatnya pada sub bidang Penanaman Modal, Kebudayaan,
dan Pariwisata

Website : bappedalitbang.bogorkab.go.id

Program PKL yang dilaksanakan di tempat tersebut telah dipilih atas
pertimbangan beberapa pihak, seperti pertimbangan kelompok PKL hingga kepala
program studi. Selain itu, pertimbangan mengenai pemilihan tempat tersebut

meliputi :

1. Lokasi strategis yang berada di komplek perkantoran pemerintah daaerah

2. Jarak antara kediaman dengan lokasi PKL dapat ditempuh dengan waktu
singkat

3. Bidang kerja yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi instansi tersebut
sesuai dengan teori dan materi yang telah dipelajari dalam perkuliahan,
seperti ekonomi regional; serta ekonomi sumber daya manusia dan sumber
daya alam.

4. Tertarik dalam hal perencanaan pembangunan suatu daerah dengan

memaksimalkan potensi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat.

E. Jadwal dan Waktu PKL

Praktikan melaksanakan program PKL selama dua puluh hari kerja, yang
terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020, dengan

ketentuan kerja sebagai berikut:

Hari kerja : Senin - Jumat
Jam masuk :07.20 WIB
Waktu Istirahat :12.00- 13.00 WIB
Jam pulang :16.00 WIB



Kegiatan PKL dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan; tahap
pelaksanaan; dan tahap penulisan laporan. Ketiga tahap tersebut diuraikan sebagai
berikut :

1. Tahap Persiapan

Penyerahan Surat

Pengajuan Surat Penyerahan Surat .
Riset Lokasi Permohonan PKL PKL ke B::(eel(s":'::;::ﬂ(e
ke Akademik Bakesbangpol

Bappedalitbang

Gambar | - 1. Tahap Persiapan PKL
Sumber : Data diolah oleh Penulis

Praktikan melakukan persiapan PKL dimulai dengan mencari informasi
mengenai instansi pemerintah yang bersedia menerima mahasiswa untuk
menjalankan program magang. Riset yang dilakukan pada bulan Desember
2019, diawali dengan survei lokasi guna mengetahui persyaratan yang harus
disiapkan sebelum menjalankan program tersebut. Salah satu persyaratan yang
harus disiapkan adalah menyerahkan surat permohonan PKL yang ditujukan
untuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten
Bogor. Seluruh pengajuan kegiatan yang dilakukan di pemerintah daerah harus
melalui badan tersebut sebagai salah satu syarat perizinan.

Setelah mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus
disiapkan, praktikan mengajukan surat permohonan PKL kepada Kepala
Program Studi yang kemudian diteruskan ke bagian akademik Fakultas
Ekonomi, lalu dilanjutkan prosesnya ke bagian fakultas di Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Surat permohonan yang telah selesai

dibuat, kemudian diajukan kepada Bakesbangkol untuk meminta persetujuan



atau rekomendasi izin pelaksanaan PKL di Bappedalitbang. Setelah
mendapatkan surat rekomendasi izin dari Bakesbangpol, maka praktikan
mengajukan surat rekomendasi tersebut kepada Bappedalitbang. Praktikan
mendapatkan konfirmasi untuk hadir dan diberikan arahan mengenai
penempatan bidang pada Januari 2020 lalu. Berdasarkan diskusi yang telah
dilakukan, maka praktikan ditempatkan pada bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan PKL telah dilakukan sesuai dengan pedoman akademik yaitu
selama 20 hari kerja. Praktikan melaksanakan PKL terhitung mulai dari tanggal
03 Februari hingga 28 Februari 2020. Praktik kerja tersebut berjalan dengan
baik sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pedoman akademik dan
peraturan Bappedalitbang itu sendiri. Berakhirnya praktik kerja tersebut
diakhiri dengan pemberian surat keterangan telah melaksanakan praktik kerja

lapangan di Bappedalitbang Kabupaten Bogor.

3. Tahap Penulisan Laporan PKL

Praktikan bertanggung jawab untuk menyerahkan laporan kegiatan selama
praktik kerja berlangsung. Data-data yang digunakan dalam penulisan ini
sesuai dengan bidang kerja, dan diperoleh selama menjalankan kegiatan PKL.
Penyusunan laporan dimulai dari Maret 2020 sampai dengan April 2020.
Selama penulisan berlangsung, praktikan telah melakukan bimbingan kepada

dosen pembimbing guna memperbaiki laporan PKL.

Berdasarkan tiga tahap yang telah diuraikan diatas, berikut ringkasan berupa

timeline dari ketiga tahap tersebut, yaitu :

Tabel I - 1. Tahap Kegiatan PKL



Bulan/

Tahapan

Persiapan

Mei

Juni

Pelaksanaan

Penulisan
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Instansi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
(Bappedalitbang) Kabupaten Bogor merupakan salah satu lembaga teknis daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Lembaga teknis ini berada dibawah
arahan dan tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan badan
perencanaan daerah dilalui dari berbagai peraturan keputusan. Keputusan Presiden
No. 19 Tahun 1964 tentang Badan Koordinasi Pembangunan Daerah, diketahui
bahwa pada saat itu badan perencanaan daerah bernama BAKOPDA (Badan
Koordinasi Pembangunan Daerah). Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda).

Perubahan nama pada lembaga ini disertai dengan perubahan tugas pokok dan
fungsinya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Pasal 36, menjelaskan
bahwa Dinas Pemerintah Daerah lingkup Kabupaten/Kota dibagi menjadi tiga tipe,
yaitu Tipe-A, Tipe-B, dan Tipe-C. Bappeda Kabupaten Bogor berada di Tipe-A
sesuai dengan beban kerjanya yang besar. Tipe ini juga menentukan batas maksimal
bidang yang tercantum oleh masing-masing Dinas. Dikarenakan Bappeda
Kabupaten Bogor berada pada Tipe-A, maka Bappeda berhak memiliki empat
bidang, yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM); Bidang
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RENDALEV);
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Ala (PSDA); dan Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah (IPW).

Di PP yang sama, namun pada pasal yang berbeda yaitu pasal 40 menjelaskan
bahwa dibolehkannya penggabungan dua dinas yang memiliki kriteria adanya
kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan antar
penyelenggara Urusan Pemerintahan. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Bogor

bergabung dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Karena adanya
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penggabungan dua dinas tersebut, maka Bappeda berubah menjadi Bappedalitbang
(Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
Kabupaten Bogor. Atas perubahan tersebut, saat ini terdapat lima bidang yang
tertera dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yakni, Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM); Bidang Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RENDALEV); Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Ala (PSDA); Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah (IPW); dan Bidang Penelitian dan Pengembangan
(Litbang).

B. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bappedalitbang
Kabupaten Bogor sesuai dengan Permendagri Nomor 05 tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019

Dr.Ir. H. SYARIFAH SOFIAH, M.
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Gambar | - 2. Struktur Organisasi Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Sumber : bappedalitbang.bogorkab.go.id/struktur-organisasi/
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SOTK Bappedalitbang Kabupaten Bogor Tahun 2019 yang terdiri dari
beberapa bagian dan bidang yang masing-masing membawahi sub bagian maupun
sub bidang dirincikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawabhi :

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
membawahi:

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

c. Sub Bidang Data dan Informasi

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
a. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata
b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian
c. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawabhi:

a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja

b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial

c. Sub Bidang Pemerintahan

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

b. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan

c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
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Berikut tugas pokok dan fungsi dari setiap unsur organisasi yang tercantum

dalam struktur organisasi Bappedalitbang Kabupaten Bogor, yaitu :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis

dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan,

umum dan kepegawaian serta keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

Pengoordinasian kegiatan pada Badan;

Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada
Badan;

Penyusunan kerangka regulasi pada Badan;

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;

Penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan
barang/jasa di lingkup Badan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran,

evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
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Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring,
evaluasi dan pelaporan Badan;

Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;

Pengelolaan penyusunan perencanaan anggaran Badan;

Pengelolaan situs web Badan

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program
dan Pelaporan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan

kepegawaian badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;

Pengelolaan barang/jasa Badan;

Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

Penatausahaan keuangan Badan;

Penyusunan pelaporan keuangan Badan;
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o Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan;
dan
e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi

pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ,

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai fungsi :

Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPIJMD,
RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan
merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD
Kabupaten Bogor;

Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah,
provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan
evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Bogor;

Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta
pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
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Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan
pendanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Perencanaan dan
Pendanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD);

e Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah
(Renstra dan Renja);

e Penyiapan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non
APBD Kabupaten Bogor;

e Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur
masyarakat, akademisi dan swasta;

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang
Perencanaan dan Pendanaan; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
membantu kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah;

e Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi

perangkat daerah;
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Penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pendanaan non apbd kabupaten bogor;

Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang
pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

c. Sub Bidang Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam

melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan

daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang

Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyiapan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan
pembangunan daerah;

Penyiapan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi
pembangunan daerah;

Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang data dan
informasi; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan
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hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
mempunyai fungsi:

e Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah
lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan
penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e Pengintregrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah,
provinsi, kementerian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta
lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah
lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil
pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub
Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penanaman
Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
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e Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;

e Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal,
Kebudayaan dan Pariwisata;

e Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal,
Kebudayaan dan Pariwisata;

e Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Penanaman Modal,
Kebudayaan dan Pariwisata;

e Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi
kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Penanaman Modal,
Kebudayaan dan Pariwisata;

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang
Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

b. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan

Perindustrian

Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Badan Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta
pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugas
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sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian;

e Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

e Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

e Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

e Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi
kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Koperasi,
Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

c. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan
evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Ketahanan

Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,
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Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai
berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

e Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan
dan Pertanian;

e Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan
Pertanian;

e Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan
Pertanian;

e Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi
kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan dan
Pertanian;

o Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ketahanan
Pangan dan Pertanian; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan,
laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi
lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.  Untuk
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menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan
RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah
lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan
penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
Pengintregrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah,
provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta
lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah
lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil

pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub

Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendidikan,

Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
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e Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Tenaga Kerja;

e Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Tenaga Kerja;

e Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Tenaga Kerja;

e Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi
kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan, Pemuda,
Olahraga dan Tenaga Kerja;

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang
Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

b. Sub Bidang Kesehatan dan Sosial

Sub Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan
evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Kesehatan
dan Sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub
Bidang Kesehatan dan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;

e Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;
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e Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial,

e Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;

e Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi
kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesehatan dan Sosial;

o Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesehatan
dan Sosial; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

c. Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi
serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang Pemerintahan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang
Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Pemerintahan;

e Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;

e Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;

e Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur

masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
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e Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi
kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang
Pemerintahan; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil

pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan
RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan
perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah;

Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan
penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
Pengintregrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat
daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan
swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah
lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayabh;

Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
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o Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan,

laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi

lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pekerjaan

Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perhubungan;

Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Perhubungan;

Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan;

Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Perhubungan;

Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi
kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan Perhubungan;
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e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

b. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan

Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan
penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan
evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang
Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Permukiman dan
Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan serta lingkungan
hidup;

e Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan
Perumahan serta lingkungan hidup;

e Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan
serta lingkungan hidup;

e Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Permukiman dan Perumahan
serta lingkungan hidup;

e Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi
kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Permukiman dan

Perumahan serta lingkungan hidup;
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Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang
Permukiman dan Perumahan serta lingkungan hidup; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan

evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Sub Bidang

Pengembangan Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi sebagai
berikut:

Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja)
lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

Penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan
daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan
Wilayah;

Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan
sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
Penyiapan bahan intregrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan
perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat,
akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data
dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang
Pengembangan Wilayah;

Penyiapan bahan analisa dan pengkajian kewilayahan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang

Pengembangan Wilayah; dan
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e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan

Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan
pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan
inovasi dan teknologi;

Pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintah kabupaten;

Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan
pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi
dan teknologi;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan
pengembangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai

fungsi sebagai berikut:
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e Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian
dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

e Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang
Sosial dan Pemerintahan;

e Penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Sub
Bidang Sosial dan Pemerintahan;

e Penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial
dan Pemerintahan;

e Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Sosial dan
Pemerintahan;

e Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta
inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;

e Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Sosial dan
Pemerintahan; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugasnya.

b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi
daerah lingkup Sub Bidang lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Ekonomi
dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

e Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian
dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

e Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang

Ekonomi dan Pembangunan;
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Penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten lingkup
Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;

Penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang
Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Ekonomi dan
Pembangunan;

Ekonomi dan Pembangunan;

Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta
inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Ekonomi
dan Pembangunan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan Kkebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

lingkup Sub Bidang Inovasi dan Teknologi. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi

sebagai berikut:

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi
penerapan inovasi dan teknologi;

Penyiapan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi lingkup sub
bidang inovasi dan teknologi;

Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan
metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
Penyiapan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas

fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
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e Penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

e Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta
inovasi dan teknologi lingkup sub bidang inovasi dan teknologi;

o Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang inovasi dan
teknologi; dan

e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya.

C. Kegiatan Umum Instansi

Bappedalitbang Kabupaten Bogor memiliki rumusan Visi dan Misi, yaitu :

o VISI :
“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Untuk

Mewujudkan Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju Di Indonesia”
e MISI:

“Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana”
“Meningkatkanhasil guna produk perencanaan dan evaluasi pembangunan”
“Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan

pembangunan”

Bappedalitbang selaku lembaga teknis memiliki tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

1. Tugas pokok Bappedalitbang ialah membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
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2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan;

. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan;

. Palaksanaan administrasi Badan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.
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BAB 111

PELAKSANAAN PKL

A. Bidang Kerja

Dari berbagai bidang yang tercantum dalam struktur organisasi, praktikan
ditempatkan pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA).
Penempatan pada bidang PSDA ditujukan karena sesuai dengan program studi yang
ditempuh oleh prakatikan. Bidang tersebut membawabhi tiga sub bidang, yaitu sub
bidang penanaman modal, kebudayaan, dan pariwisata; sub bidang koperasi, ukm,
perdagangan dan perindustrian; serta sub bidang ketahanan pangan dan pertanian.
Dari ketiga sub bidang tersebut, praktikan ditempatkan pada sub bidang penanaman
modal, kebudayaan, dan pariwisata (PMKP) sebagai fokus utama bidang kerja yang
akan dilakukan selama kegiatan PKL berlangsung.

Penempatan praktikan pada sub bidang ini dibimbing oleh kepala sub bidang
PMKP yaitu Rahmi Karmeilia, S.Hut, M.Si. Beberapa kegiatan yang dilakukan
selama masa kerja berlangsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subid ini.
Kegiatan tersebut meliputi :

1. Menghadiri dan menjadi notulen pada setiap rapat yang berkaitan dengan
penanaman modal, kebudayaan, dan pariwisata. Seperti rapat calendar
event, dan rapat festival wisata desa.

2. Menghadiri  Musrenbang  Geopark  Nasional ~ Pongkor  yang
diselenggarakan oleh Bappedalitbang.

3. Mempersiapkan RKPD dalam rangka Forum Perangkat Daerah. Persiapan
RKPD dimulai pasca Musrenbang Geopark Pongkor yaitu dengan
memprioritaskan usulan yang diajukan melalui rapat bersama perwakilan
kecamatan di kawasan Geopark Pongkor, kemudian dilanjut dengan
pemetaan program usulan prioritas berdasarkan Permendagri No. 90
Tahun 2019 Tentang Kilasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Dan Keuangan Daerah.
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B. Pelaksanaan Kerja

Sebagai lembaga teknis yang membantu bupati dalam bidang perencanaan,
penelitian dan pengembangan, maka arah kerja harus sesuai dengan RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah ditetapkan oleh
bupati dan wakilnya pada masa jabatan yang berlaku. RPJIMD merupakan
penjabaran Visi Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan
mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor
serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor.

Ade Yasin selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023, memiliki visi
dan misi untuk membangun daerah. Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut,
Bupati telah mengeluarkan arah kebijakan melalui kegiatan atau program strategis

yang disebut dengan Panca Karsa.

PANCA KARSA

BOGOR MEMBANGUN BOGOR BERKEADABAN

Gambar I11- 6. Program Strategis Panca Karsa
Sumber : Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan, dan Pariwisata
Panca Karsa yang berarti lima tekad atau lima kekuatan untuk membangun
Kabupaten Bogor. Lima karsa tersebut memiliki makna masing-masing guna

membangun daerah. Karsa yang menjadi kewenangan urusan PMKP adalah Karsa

Bogor Maju dan Bogor Berkeadaban yang dirincika sebagai berikut :
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1. Bogor Maju :
e Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional
e Festival Desa Wisata
e Pengembangan Geopark
2. Bogor Berkeadaban :
e Penyelenggaraan festival seni dan budaya
e Pengembangan dan pelestarian budaya cimande

e Pelestarian budaya melalui program Bogor Cuture Night

Perencanaan pembangunan suatu daerah harus dilakukan melalui siklus
perencanaan, dimana siklus tersebut mencakup perencanaan program kegiatan dan
penganggaran tahunan. Siklus tersebut dimulai dengan adanya musrenbang desa
yang dilaksanakan pada bulan Januari. Dimana musrenbang desa tersebut bertujuan
untuk memperoleh usulan-usulan dari masyarakat, forum, maupun pemerintah desa
mengenai hal-hal yang berkaitan dalam pembangunan desa. Setelah memperoleh
usulan dari musrenbang desa, diteruskan ke musrenbang kecamatan, forum
perangkat daerah, hingga alur lainnya yang dapat dilihat melalui gambar dibawah
ini.

Pelaksanaan AFED Musrenbang Desa/Kel

Jamuars dhn berikatnya 1o ] (/0 samary

Penstapan Perda APED Forum PD; Penyusunan
(Desember) 11 3 Rewa PD (Marer)

Evaluasi RAPED
10

(November)

Pembehasan dan 9

5 Rancangann Akhir RKPD
persetujuan RAPED D g Sk

(Oktober-November)

Penyusunon FicA-PDS O 6 Fusiitast dan Penetapan
RAPBD (Juli-September) i REFD (Juni}

3
Pembahasan dan
Kesepakatan PPAS (Juli)

Gambar I11- 7. Siklus Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah
Sumber : .jepara.go.id
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Praktikan menjalankan praktik kerja bertepatan pada tahap dua yaitu tahap
musrenbang kecamatan. Dimana tahap kedua ini juga diadakan musrenbang
khusus, yaitu Musrenbang Geopark Nasional Pongkor yang mencakup 15
kecamatan di Kabupaten Bogor. Rangkaian kegiatan yang dilakukan praktikan

selama masa praktik kerja, yaitu :

1. Menghadiri dan Menjadi Notulen Pada Setiap Rapat yang Berkaitan
dengan Penanaman Modal, Kebudayaan, Dan Pariwisata.

a. Rapat Evaluasi Penyusunan Calendar Event Tahun 2020

Gambar 111- 8. Rapat Evaluasi Penyusunan Calendar Event
Tahun 2020
Sumber : bappedalitbang.bogorkab.go.id

Pada rapat kali ini, praktikan ditugaskan untuk menjadi notulen.
Dimana maksud dan tujuan atas perintah kepala pembimbing adalah agar
praktikan mengetahui pembahasan yang dipaparkan dalam rapat tersebut.
Semua paparan yang diberikan oleh para narasumber rapat tersebut dicatat
dalam format yang telah disediakan, kemudian notulensi tersebut
diserahkan kepada karyawan guna menjadi pertanggungjawaban atas
terselenggaranya rapat tersebut. Hal terpenting dalam penugasan ini ialah
diharuskan untuk teliti dan mendengar secara hati-hati materi yang
disampaikan.

Rapat evaluasi penyusunan calendar event yang dilaksanakan pada
7 Februari 2020 di Ruang Rapat Bupati dihadiri oleh Kepala Bidang PSDA
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Bappedalitbang, Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Dinas
Pemuda dan Olahraga, KONI Kabupaten Bogor, FORMI Kabupaten Bogor,
Badan Promosi Pariwisata Daerah Kab. Bogor, Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Sekretaris Daerah, serta perwakilan kecamatan. Kesimpulan
yang diambil dari rapat ini adalah event tahunan pada Hari Jadi Bogor akan
terselenggara beberapa kegiatan seperti

e Bogor Cullinary Week

e Festival angklung

e Alimpaido

e Bogor blogger gathering

e Bogor night fashion festival

e Stand up comedy/ Bogor ngabodor

e Bogor auto fest

e Property fest Travel fest, job fair, book fair

e Nikah massal

b. Rapat Festival Wisata Desa.

Gambar I11- 4. Rapat Festival Wisata Desa

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Praktikan menghadiri dan menjadi notulensi pada rapat festival
wisata desa yang dilaksanakan pada 12 Februari 2020 di Ruang Rapat
Cibeet Bappedalitbang dihadiri oleh Kepala Bidang PSDA, Subbid PMKP,
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Komite Perencana, dan Akademisi. Praktikan menjadi notulen pada
rapat dengan pembahasan festival wisata desa yang didalamnya mencakup
lomba wisata desa. Lomba tersebut bertujuan agar desa menemukenali
potensi wisata di desanya sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal
dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya, serta sekaligus
melestarikan lingkungan dan adat budaya setempat.

Lomba yang mengusukan tema “Membagun Bangsa Dari Desa”,
memiliki kriteria untuk kelompok yang ingin mengikuti ajang persaingan
antar desa ini. Kriteria tersebut terbagi menjadi tiga daya tarik, yaitu wisata
alam; wisata budaya; dan wisata buatan. Berikut Jadwal pelaksanaan lomba

wisata desa hingga festival wisata desa tahun 2020 :

Jadwal Pelaksanaan

KEGIATAN LOKAST JAN PEB MAR APR MED JUN JUL AGT | SEP

Penberdayasn Masyarcket Dan ety
Pengembangan WisataDesa =

a | Lomba Wisata Desa Kab. Bogor

| Kab Bogar
o Penyebarenlnfomasi |

Kab, Bogor

. Sosialisasi
JuklakfJuknis

“Kab. Bogor

©  Penerimasn Dokumen

‘  Kab. Bogor == niJ‘ 810 |

2-2

2-
24

8-

Gambar I11- 5. Jadwal Pelaksana Lomba Wisata Desa
Sumber : Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan, dan Pariwisata

Masyarakat desa yang dapat ikut serta dalam perlombaan ini adalah
kelompok, bukan perorangan. Kelompok tersebut merupakan penanggung
jawab sebagai pengelola wisata tersebut, seperti karang taruna. Desa yang
ingin ikut serta dalam perlombaan ini tidak dibatasi jumlahnya, dengan
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catatan bahwa pendaftaran tidak mengatasnamakan pribadi. Tiga besar
pemenang dari perlombaan ini akan mendapatkan hadiah sebesar
Rp1.000.000.000 (Juara 1), Rp600.000.000 (Juara 2), dan Rp400.000.000
(Juara 3). Hadiah tersebut diberikan sebagai pendanaan dalam mengelola
wisata tersebut dengan syarat bahwa pemenang harus menyerahkan
Business Plan. Setiap wisata harus bekerja sama dengan BUMDes.

2. Menghadiri Rangkaian Acara Musrenbang Geopark Nasional Pongkor

el
AHT o
BAN! Lk NASIONAL F
PENEANGONAN GEOPA!
XABUPATEN BOOOR TANUN 2020

PEMULITEAN KAWAS AN
GEOPARK NASIONAL PONGROR

el

X

Gambar I11- 6. Musrenbang Geopark Nasional Pongkor Tahun 2020
Sumber : Data Diolah Oleh Penulis

Masa kerja praktikan berada di tahap dua siklus perencanaan, yaitu tahap
musrenbang kecamatan. Selain itu, di tahap ini pun terdapat penyelenggaran
musrenbang khusus, yaitu musrenbang kecamatan Geopark Nasional Pongkor.
Praktikan ditugaskan untuk mengikuti rangkaian acara musrenbang Geopark
Nasional Pongkor yang diselenggarakan pada 18 Februari 2020 di The Highland
Park and Resort Hotel. Maksud dan tujuan praktikan diikutsertakan dalam acara
ini adalah agar praktikan mengetahui proses musrenbang, dan menjadi pondasi
awal untuk melakukan tugas lainnya. Musrenbang khusus ini membahas
mengenai pemulihan kawasan Geopark Nasional Pongkor pasca bencana awal
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tahun 2020. Geopark Pongkor yang berpusat di Kecamatan Nanggung mulai
disosialisasikan konsepnya oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada Musrenbang
tahun 2018, sebagai konsep ekonomi kecil kerakyatan mandiri. November 2018,
Geopark Pongkor telah menjadi Geopark Nasional yang mencakup 15
kecamatan dengan luas kawasan sebesar 130.157,47 HA. Kecamatan tersebut
meliputi Kecamatan Tamansari, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang,
Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, Jasinga, Tenjo,

Rumpin, Ciseeng, dan Parung.

Awal tahun 2020, wilayah Kabupaten Bogor yang termasuk dalam kawasan
Geopark Pongkor mengalami kerusakan yang parah di beberapa kecamatan
akibat terjadinya bencana banjir, angin kencang dan putting beliung, serta
bencana longsor. Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Jasinga, dan Cigudeg yang
termasuk dalam kawasan Geopark Pongkor merupakan wilayah terparah

dampak bencana dengan rincian data kerusakan sebagai berikut :

DATA KORBAN
BENCANA RR: 288 RS : 208 RB: 389

Jembatan
Masjid : : :
Ponpes RR:273RS:201RB: 107
Jalan
’ Sekolah Terdampak 4387
Jembatan 8

Jalan 2

RR :882RS: 637 RB : 756

RR:227RS:175RB: 228
Pengungsi 8190
Terdampak 10.016
Me;n;n;gal Pengungsi 2956
Luka-luka Terdampak 4470
Jembatan ’ Jalan 4

Jalan

Sekolah

Gambar 111 - 7. Data Korban Bencana Awal Tahun 2020
Sumber : Data Diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Musrenbang khusus ini memprioritaskan pada tiga hal, yaitu usulan yang

mendukung pemulihan pasca bencana, usulan yang mendukung Kkriteria
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penilaian menuju UGG (Unesco Global Geopark) tahun 2022, dan Peningkatan
SDM dan Ketahanan Sosial. Selain itu, rangkaian acara yang dilaksanakan di
kecamatan Taman Sari ini melangsukan HUT ke-1 Geopark Pongkor. Dalam
rangka memeriahkan HUT Geopark Pongkor, panitia mengadakan beberapa
perlombaan. Perlombaan tersebut meliputi lomba karya tulis, lomba fotografi,
lomba vlog, lomba poster, dan lomba mewarnai untuk siswa-siswi di kawasan
Geopark Pongkor. Pemenang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan

pengumpulan berkas, berhak mendapatkan hadiah yang telah ditentukan.
3. Mempersiapkan RKPD dalam rangka Forum Perangkat Daerah.

Persiapan RKPD dimulai pasca Musrenbang Geopark Pongkor yaitu dengan
memprioritaskan usulan yang diajukan melalui rapat bersama perwakilan
kecamatan di kawasan Geopark Pongkor, kemudian dilanjut dengan pemetaan
program usulan prioritas berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Dan Keuangan Daerah.

a. Rapat pembahasan lanjutan mengenai usulan prioritas Musrenbang
Geopark Pongkor

Gambar I11- 8. Rapat Pembahasan lanjutan Usulan Pasca
Musrenbang Geopark Pongkor

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis
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Rapat yang dilaksanakan pada 20 februari 2020 dengan dihadiri oleh
para perwakilan kecamatan di kawasan Geopark Pongkor membahas
mengenai usulan-usulan dari masyarakat dan forum pada Musrenbang
Geopark Pongkor lalu. Usulan tersebut dibahas mulai dari volume, satuan,
lokasi, dan anggaran yang diperkuat dengan alasan dan perangkat tujuan.
Setiap desa diberikan anggaran atau pagu indikatif sebesar Rp1.000.000.000
dengan berbagai wusulan kegiatan yang mendukung pemulihan
pascabencana.

Pada rapat ini, praktikan membuat notulensi dan membuat draft
usulan-usulan yang telah sesuai dengan kesepakatan antara pihak
kecamatan dengan bappedalitbang (subbid PMKP) dan sesuai dengan pagu
indikatif. Berikut salah satu format usulan masyarakat dan usulan yang telah

disepakati dan disesuaikan dengan anggarannya :

DAFTAR USULAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG GEOPARK
UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2021

nnnnnnnnn AnoSanan

Paku (mh)ar Kanard | %0 r;,_ ot
0 A - . = :
*im«m At Bercay Pkiet 8KL‘;§%A (L amsan
3 \tLA Ran H"@W ‘ \7(k4/‘ Yulea N 5 Ao 43{ 00y
A ?m“"*‘ BenCana 4 150000 6%
S48 e, 1) ~/ I 2
o S ! Pakex by Yaaman
(anx 3 1
Gapurs I P
;‘I‘T‘v‘w
A‘}\’/ (‘x’ﬂ{avw\_

Gambar I11- 9. Format Usulan Peserta Musrenbang Geopark Pongkor

Sumber : Diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor
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Gambar 111- 10. Format 3 Usulan Prioritas Musrenbang Geopark
Nasional Pongkor Atas Persetujuan Pihak Kecamatan

Sumber : Diolah oleh Penulis

b. Pemetaan Program Usulan Prioritas Berdasarkan Permendagri No. 90
Tahun 2019

Usulan yang

disepakati kecamatan
dan Bappedalitbang

Gambar I11- 9. Alur Kerja Pemetaan Program
Sumber : Diolah oleh Penulis

Setelah usulan prioritas Musrenbang Geopark Pongkor diterima,

praktikan melakukan pemetaan program pada usulan tersebut yang
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disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 90
Tahun 2019. Pemetaan program dilakukan dalam rangka persiapan untuk
penyelenggaran Forum Perangkat Daerah, dimana pemetaan program
tersebut akan menjadi rencana kerja (renja) setiap perangkat daerah.
Permendagri No. 90 telah menetapkan kode yang mencakup kode urusan,
bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Praktikan memetakan
nomenklatur mana yang sesuai dengan usulan yang diajukan, selain itu
praktikan megelompokkan urusan bidang perangkat daerah mana yang
menaungi program tersebut. Berikut salah satu contoh nomenklatur
Permendagri No. 90 Tahun 2019 :

KODE
zlgz| 3| 2 | Z
) QZ:{D 24 E mg NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
Sla2 (6] — fon R
S Il - - =

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
07 | dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata
Provinsi

26 |02 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

26 | 02| 1.03 | 01 | Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi

26 | 02| 1.03 | 02 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi

26 | 02| 1.03 | 03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
3| 26 |02 1.03 | 04 | Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Provinsi

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Provinsi

w
b
o
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—
o
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o
(o]
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S}
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(=]
S}
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3| 26 |02]1.03]| 05

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan

3|26 02103 06 Destinasi Pariwisata Provinsi

Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

3|26 02110307 dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Gambar I11- 10. Permendagri No. 90 Tahun 2019
Sumber : Permendagri No. 90 Tahun 2019

C. Kendala yang Dihadapi

Selama program praktik kerja lapangan berlangsung, praktikan mengalami
beberapa kendala, seperti :

1. Praktikan Tidak Ikut Serta Dalam Musrenbang Kecamatan
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Masa kerja praktikan berada di tahap dua siklus perencanaan, yaitu tahap
musrenbang kecamatan. Pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan
mulai tanggal 03 hingga 13 Februari 2020, dengan membentuk tim untuk hadir
dalam musrenbang tersebut. Dalam satu hari terbagi menjadi lima tim yang
terdiri atas gabungan seluruh bidang di Bappedalitbang. Praktikan tidak
mengikuti rangkaian kegiatan musrenbang kecamatan, karena praktikan diberi
penugasan untuk mempersiapkan data-data guna penyelenggaraan Musrenbang

Khusus Geopark Nasional Pongkor.

2. Kurangnya koordinasi Antar Dinas-dinas terkait dan Bappedalitbang
dalam Penyesuain Kilasifikasi Program Kegiatan Urusan Bidang
Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Pemetaan program untuk RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) kini
sudah diatur olen Permendagri No.90 Tahun 2019, namun dengan peraturan baru
tersebut ditemukan kendala atau hambatan yang terjadi antar perangkat daerah.
Dalam permendagri tersebut telah ditentukan secara paten mengenai program
dan urusan bidang perangkat daerah dalam pelaksanaan RKPD. Maka dari itu,
dapat disebutkan bahwa kurang adanya koordinasi bappedalitbang dengan dinas-
dinas terkait dalam klasifikasi program kegiatan dan urusan bidang. Contohnya,
terdapat usulan mengenai pembuatan gapura di wilayah yang termasuk dalam
kawasan Geopark Pongkor, maka usulan tersebut masuk kedalam urusan bidang
pariwisata yang ditujukan untuk perangkat daerah dinas kebudayaan dan

pariwisata, bukan termasuk urusan bidang infrastruktur.
D. Cara Mengatasi Kendala

Dari beberapa kendala yang dihadapi praktikan selama berlangsungnya praktik

kerja, mahasiswa dapat mengatasi kendala tersebut dengan cara :
1. Berinisatif Meminta Notulensi Musrenbang Kecamatan

Dikarenakan tidak mengikuti musrenbang kecamatan, maka praktikan

mengambil keputusan untuk mengatasi kendala tersebut ialah dengan berinisiatif
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untuk mencari informasi dan meminta notulensi mengenai proses
berlangsungnya acara tersebut. Setelah mendapatkan notulensi, praktikan
berdiskusi guna menambah pengetahuan dalam perumusan RKPD. Tindakan
inisiatif tersebut dapat disebut dengan tindakan inisiatif pribadi, inisiatif pribadi
diartikan sebagai sindrom perilaku yang menghasilkan individu aktif untuk
mencapai tujuan kerja dan bertahan dalam segala kesulitan (Frese, Kring, et al
1996). Individu yang aktif mendorong perbuatan atau perilaku seseorang untuk
tidak menunggu pekerjaan. Selain itu, inisiatif pribadi menjadi penting di masa
depan karena perusahaan akan membutuhkan seseorang dengan tingkat
kemandirian yang tinggi (Frese, 1997). Bagi perusahaan, insiatif pribadi akan
memberikan keuntungan karena mampu meningkatkan efektivitas perusahaan
dan individu masing-masing karyawan. Berdasarkan teori tersebut dapat
disimpulkan bahwa tindakan inisiatif yang dilakukan oleh praktikan mampu
mengatasi kesulitan yang dialami dalam mencapai tujuan kerja.

2. Koordinasi Antara Dinas Terkait Dengan Bappedalitbang Mengenai
Klasifikasi Program Kegiatan Urusan Bidang Berdasarkan Pemendagri
No. 90 Tahun 2019

Dikarenakan adanya peraturan baru, maka perangkat daerah yang terlibat
dalam proses perencanaan daerah tersebut harus melakukan koordinasi guna
tidak adanya saling lempar program kegiatan pada masing-masing urusan
bidang. Menurut G.R. Terry dalam Malayu Hasibuan (2014), koordinasi adalah
suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang
tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang
seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi tersebut
didukung oleh (Siagian, 1978), menjelaskan bahwa koordinasi adalah
pengaturan keterkaitan pada usaha bersama dalam rangka mencapai

keseragaman tindakan untuk meraih tujuan bersama.

Koordinasi dalam hal ini termasuk dalam koordinasi eksternal yang bersifat

horizontal atau fungsional. Koordinasi horizontal terjadi pada pihak yang
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memiliki kedudukan setingkat dan disertai dengan fungsi dan tanggung jawab
yang sama atau saling berkaitan. Bea FX, Haas, et al dalam Ramiinas Vanagas
(2014), mengidentifikasi penyebab yang memunculkan kebutuhan akan
koordinasi yaitu, Pembagian kerja dan spesialisasi; perbedaan persepsi yang
untuk menemukan solusi yang sesuai; dan Masalah alokasi sumber daya yang
terbatas. Koordinasi sangat penting untuk mengarahkan aktivitas semua anggota
organisasi menuju tujuan utama organisasi (Bea & Haas, 2005). Berdasarkan
teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan baru yang
mengakibatkan saling lempar program kegiatan urusan bidang dapat diatasi
dengan adanya koordinasi antar dinas-dinas dengan Bappedalitbang. Koordinasi
tersebut dapat dilakukan dengan adanya pertemuan dinas-dinas dengan
bappedalitbang, agar setiap dinas memahami klasifikasi program kegiatan

urusan bidang berdasarkan Pemendagri No. 90 Tahun 2019.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di era revolusi industri 4.0, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas sangat dibutuhkan, karena harus bersaing dengan IPTEK. Pendidikan
dan pelatihan merupakan upaya yang tepat untuk mengembangkan SDM, terutama
untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Seperti
yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dalam membangun SDM yang
unggul. Perguruan tinggi dipandang sebagai institusi yang bertanggung jawab
untuk mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan peluang yang ada seperti
Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Maka dari itu, salah
satu upaya yang dilakukan guna menciptakan SDM yang berkualitas ialah melalui
program Prakatik Kerja Lapangan (PKL) yang wajib dilakukan oleh seluruh
mahasiswa. Pengembangan diri dalam situasi dan kondisi dunia kerja merupakan
salah satu tujuan dari adanya praktik kerja lapangan ini.

Program PKL dilaksanakan selama 20 hari masa kerja yang terhitung mulai
dari tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020, di sebuah lembaga
teknis pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Program tersebut memberikan banyak
manfaat bagi penulis, baik dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan, kedisplinan,
hingga relasi kerja. Penulis memperoleh pengetahuan tentang bagaimana proses
perencanaan pembangunan suatu daerah yang dilakukan berdasarkan siklus

perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penulis pun dapat menambah
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pengetahuan mengenai proses pemulihan kawasan Geopark Pongkor pasca tertimpa
bencana di awal tahun 2020 dengan mengacu pada Pemendagri No. 90 tentang .
Meskipun terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dialami, penulis dapat
mengatasinya dengan baik dan mematuhi peraturan yang ditetapkan pada instansi

tersebut.

B. Saran

Berdasarkan praktik kerja yang telah dilaksanakan, maka terdapat beberapa
saran guna menjadikan program PKL yang lebih baik lagi bagi segala pihak yang

bersangkutan, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa
a. Mahasiswa perlu melakukan survey tempat PKL lebih mendalam
mengenai kegiatan umum atau tugas dan fungsi dari instansi tersebut.
b. Mahasiswa perlu memastikan lebih lanjut mengenai penyesuaian tempat
PKL yang diizinkan oleh pihak akademik.
c. Mahasiswa perlu berdiskusi dengan dosen pembimbing mengenai tempat
PKL yang dituju.
2. Bagi Fakultas
a. Pihak akademik perlu memberikan arahan kepada mahasiswa sebelum
menjalankan program PKL. Hal tersebut dikarenakan agar mahasiswa
dapat terarah dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai apa yang

harus dikerjakan pada masa PKL
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b. Pihak akademik perlu menetapkan aturan mengenai tempat PKL yang
diperbolehkan, baik itu perusahaan atau instansi pemerintah. Hal tersebut
dikarenakan agar mahasiswa mengurus administrasi dan melaksankan
PKL tepat pada waktunya

3. Bagi Instansi

a. Pihak instansi perlu menyediakan kartu tanda pengenal atau disebut id
card kepada mahasiswa atau siswa yang menjalankan PKL. Hal tersebut
dikarenakan agar mempermudah mahasiswa untuk memperoleh data-data
yang diperlukan, dan mempermudah sosialisasi antara karyawan dan

mahasiswa.
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Lampiran 1. Kegiatan Harian PKL

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No

Hari/Tanggal

Kegiatan

Senin, 03 Februari 2020

Pengenalan atau observasi bidang dan sub
bidang yang ada di Bappedalitbang

Selasa, 04 Februari
2020

Menganalisis RPJPN (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional)

Rabu, 05 Februari 2020

Mengikuti rapat kerja sub bidang
ketahanan pangan dan pertanian dalam
rangka pemetaan program dari UU no.23
tahun 2014 dan Permendagri no.90 tahun
2019 menjadi rencana kerja SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) bersama
DKP (Dinas Ketahanan Pangan) dan
Diskanak (Dinas Perikanan dan
Peternakan)

Kamis, 06 Februari
2020

Menngikuti rapat program dan kegiatan
pokok-pokok pikiran DPRD bersama
Perangkat Daerah

Jum'at 07 Februari 2020

Mengikuti rapat calendar event yang
diselenggarakan oleh sub bidang
penanaman modal, kebudayaan, dan
pariwisata dan dihadiri oleh sekretaris
daerah dan dinas-dinas terkait serta 40
perwakilan kecamatan

Senin, 10 Februari 2020

Menghadiri pengenalan Bappedalitbang
oleh sekretaris badan yang dihadiri oleh
siswa dan mahasiswa PKL di seluruh
bidang dan sub bidang bappedalitbang

Selasa, 11 Februari
2020

Pemahaman RPJM (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah) tahun
2018-2023

Rabu, 12 Februari 2020

Mengikuti rapat festival wisata desa yang
diselenggarakan oleh sub bidang
penanaman modal, kebudayaan, dan
pariwisata
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Kamis, 13 Februari
2020

Menganalisis Panca Karsa dalam lingkup
penanaman modal, kebudayaan, dan
pariwisata

10

Jum'at, 14 Februari
2020

Mengikuti rapat LKPJ (Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban)
bersama Diskanak (Dinas Perikanan dan
Peternakan) dan Distanhorbun (Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan)

11

Senin, 17 Februari 2020

Mengikuti rapat persiapan Musrenbang
Geopark Nasional Pongkor

12

Selasa, 18 Februari
2020

Mengikuti rangkaian acara Musrenbang
Geopark Nasional Pongkor Kabupaten
Bogor Tahun 2020 di The Highland Park
and Resort Hotel, dalam rangka
pemulihan kawasan wisata pasca bencana
alam

13

Rabu, 19 Februari 2020

Menyusun usulan Musrenbang Geopark
Nasional Pongkor Kabupaten Bogor
Tahun 2020

14

Kamis, 20 Februari
2020

Mengikuti rapat pembahasan mengenai
usulan prioritas kecamatan mengenai
pemulihan kawasan geopark pasca
bencana alam yang dihadiri oleh para
perwakilan kecamatan

15

Jum'at, 21 Februari
2020

Merevisi usulan prioritas kecamatan
mengenai pemulihan kawasan geopark
pasca bencana alam

16

Senin, 24 Februari 2020

Pemetaan program pada usulan prioritas
yang disesuaikan berdasarkan
Permendagri No. 90 (Kecamatan
Pamijahan dan cibungbulang)

17

Selasa, 25 Februari
2020

Pemetaan program pada usulan prioritas
yang disesuaikan berdasarkan
Permendagri No. 90 (Kecamatan Jasinga,
Parung, Ciampea)

18

Rabu, 26 Februari 2020

Pemetaan program pada usulan prioritas
yang disesuaikan berdasarkan
Permendagri No. 90 (Kecamatan
Nanggung, Tenjolaya, Rumpin,
Leuwisadeng, Taman Sari)
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19

Kamis, 27 Februari
2020

Survei lokasi usulan musrenbang
kecamatan pada sub bidang ketahanan
pangan dan pertanian

20

Jum'at, 28 Februari
2020

Pemetaan program pada usulan prioritas
yang disesuaikan berdasarkan
Permendagri No. 90 (Kecamatan Cigudeg,
Tenjo, Leuwiliang, Ciseeng, Sukajaya)
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Lampiran 2. Surat Permohonan Izin PKL Kelompok Kepada Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

TERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | O

) AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNG AN MASYARAK AT s
1 Kampus Umiversitas Negeri Jakarta
B Rawamangun Muka. Gedung Administras) 1t 1, Jakarta 13220

| (m: (0215 4759081, (021) 4893668, enail bakhum akademikiaun) ac 1d

31 Desember 2019

iktek Kerja Lapangan Kelompok

 Politik Kabupaten Bogor
engah, Cibinong, Bogor, Jawa

S salah satu mata kuliah, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/lbu
a Universitas Negeri Jakarta :
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Lampiran 3. Surat Rekomendasi Izin PKL Kelompok di Bappedalitbang Kabupaten
Bogor

UPATEN BOGOR
GSA DAN POLITIK

16914 Tolp/Fax. (021) 8758826

Cibmong, ¢, Januan 2020
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Lampiran 4. Lembar Absensi PKL

o 4’ . KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGG] i:‘@ =
hs iﬁ UNIVERSITAS NEGERT JAKARTA e UQKS
W, & ¢ FAKULTAS EKONOMI ‘
NI Kampus Universitas Negen Iakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muba, Jakarta 13220 | Sem cee |
. Telepon (1214721227 AT062KS Tax (021) 4706284
g@l'ld.“ ; 1 aman www fe uny ac
«1’:‘#.,4
DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
ok SKS
Nama SARAR  SPBILLA
No Registrasi \}o'_‘" 167
Program Studi fendidican  Exonomi
Tempat Praktik BAWEDA L TANG KRB BOGOR
Alamat Prakuk/Telp M- Cedar W Kav. 2 femda
(021) 83906240
NO 1 HARIUTANGGAL PARAF KETERANGAN

|| Semn, 03-03-2030

, | Seasa, 04 -03-2030

|
3 Robu, 0s - 03 -2030

4 | Kamis, 00 -02 -2030

5 “ 3\lm'ai. 0}-01 - 2020

7 selasa, W-02-2020
g Kaby, 12-03 -2000
|
9 | Km\g 3 -03 - Joso
Jumat, - 02 -2000
|
| Senn, ¥ - 02 -2030

12 | Sevasa, 18- 02 - 2020

\
13 Raws, 19 -03 -3030
14 Kams, 2 -01-3000

|5 | Jumat, 2103 -2030

|
|
|
i

Caatan -

Format ini dupat diperbanyuk sesusi kebutuhan

Mohon legulitus dengan membubuhi cup InstansiPerus

' Senin, 0-02-2030

e

2 ¥
xR

wn

T ¥ g

(=2}
<

el

‘E,é
ARt

£ %

)

BADAN PERENCANAAN
ﬁ PEMBANGUNAN, PENELITAN
DAN PENGEMBANGAN
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\l\l-’Ml NTERIAN RISET, TERNOLOGL DAN PENDIDIKAN TINGG
UNIVERSITAS NEGERTTAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Rampus Uninversitas Negen Lakarta g K. Dalan Raw amangns Muka Jakana 131230 m
yiid clopun (021) I706INY Fay (021) 4706288
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DAFTAR HADIR
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.. 2. SKS
Nama Sarah  Sabina
No Registiasi o166t )
Program Studi Pendidikar  tronomi
Tempat Praktik Bappedalitbans  kab. osor
Alamat Prakuk/Telp - Segar 11 kav, pemda
NO 1 HARLUTANGGAL I.’ARAF KETERANGAN

|| Senin, 24 - 03 - 2030
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Lampiran 5.

. 4/ « KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN 'IlN(Kil'»f
%\ UNIVERSITAS NEGERTJTAKARTA @

Lembar Penilaian PKL

-’N‘
v(h_)[' Ua S

P £)
B FAKULTAS EKONOMI
Rampus {iniversitas Negers Iabarta Gedung R 1alan Rawamangan Muba. lakarta 11220 [ S— |
1 0ok Teloponn (D21 ) AT20227 ATOGIRS Lax (021) 4TI, 284
p..lf" 9‘ ' Taman www fe unj sl ,
[-‘J‘" )
%
PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
....... SKS
— latan  Sawiua
No Registras “D\_b""b 1 3
Program Studi Pendidikan  geonomi
Tempat Praktik Bappedalitbang  ¥ab. Bogor
Alamat Prakuk/Telp ol segar Il ¥av.2. pemda
" SKOR
NO ASPEK YANG DINILAI KETERANGAN
46-100
1 | Kehadiran loox | Keterangan Penilaian
95’ Skor  Nilai Bobot
2 | Kedisiplinan 86-100 A 4
90 81-85 A- 3.7
5 : 76-80 B+ 33
3 s .
Sikap dan Kepribadian 7175 B 3.0
9G |6670  B- 2.7
4 | Kemampuan Dasar { 61-65 C+ 23
ac 56-60 C 2,0
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas : 51-55 C- 1.7
46-50 D 1
6 | Kemampuan  Membaca  Situasi  dan 90 2 Alokasi Waktu Praktik
Mengambil Keputusan 2sks 90-120 jam kerja efektif
a5 3 sks 135-175 jam kerja efekuf
7 Partisipast dan Hubungan Antar Karyawan
Nilar Rata-rata
8 Aktivitas dan Kreativitas 9 x
os | [ 03
9 Kecep Waktu Penyel Tugas 10 (sepuluh)
A s
10 Hasil Pekerjaan Nilar Akhir
94 A
Angka bulat huruf
Jumlah
— e ——
C4 - -
/3 NJokars o1 0~ 28 ~02-2018
Baoax perencanaan \ % \Penilay
e =
r m'm POELITAN 1} ; ?
DARRAN
Cotutan C: b - )
Mubon legnbites dengan membububi cap Tastand Pes S
R lons k.i‘ wellia
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Lampiran 6. Surat Keterangan PKL di Bappedalitbang Kabupaten Bogor

"ecan peR "

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. SEGAR 111 KAV.2 KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA BOGOR
Telp. (021) 87906240, Iax. 87906242 - Cibinong 16914
E-mail : bappeda@bogorkab.go.id

Nomor: 867/ 297 - Sekret

Dasar 1. Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Jakarta, nomor 17164/UN39.12/KM/2019 tanggal 31
Desember 2019 perihal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Kelompok

2. Surat Kasie Idwasbang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor,
nomor 424.4/110-Kesbangpol tanggal 20 Januari 2020 perihal Rekomendasi Izin
Praktek Kerja Lapangan Kelompok
Atas ketentuan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa :
Nama SARAH SABILLA
Alamat Perum Villa Mutiara Bogor 2 D2 Nomor 25, RT. 009/012, Desa
Waringinjaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor

NIM ;1701617167

Departemen/Program Studi : Fakultas Ekonomi/Pendidikan Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta

Adalah benar yang bersangkutan diterima serta sedang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan
Kelompok di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Bogor terhitung mulai tanggal 03 Februari 2020 s.d 28 Februari 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

bruari 2020

NIP. 19640814 199303 1 006
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Lampiran 7. Lembar Konsultasi/Bimbingan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Giedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp  (021) 4721227, Fax (021) 4706285
Wwww fe un) acid ¢

]LILCCCCCCCEerreeeeee
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Lampiran 8. Panduan Murenbang Geopark Nasional Pongkor

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
RADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOMPEER PERKANTORAN PEMDA BOGOR

1h914

IOSEGAR T RAN
Telp 10210 %701 0 Fax «7906240 (1 hipong
U mad bappedas bogorkab go ul

Nomor
Sifat
Lampiran

Perihal

Cibinong, 14 Februarl 2020

Kepada
AT AT Pson Yth. Camat [
Penting Kabupaten Bogor
1 (satu) Lembar Di -
Pedoman Usulan Kegiatan Tempat
Musrenbang Geopark Nasional
Pongkor 2020

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan Geopark Nasional
Pongkor menuju  Unesco  Global Geopark Pemerintah Daerah melakukan
perencanaan  Geopark berdasarkan  warisan Geologi dengan melibatkan

Pemenintah Pusat dan Pemangku Kepentingan,

Musrenbang Geopark Nasional Pongkor ini merupakan media dalam
Geopark sebelum tersusunya Masterplan Geopark Nasional Pongkor, perencanaan
tersebut  sedikitnya  memuat (1) program konservasi  Warisan Geologi
(Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayat
(Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity); (2)  program
pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmy pengetahuan; (3)
program pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan berbasis

ekonomi kreatif: (4) program pelestarian sosial budaya; () pengembangan

destinasi Pariwisata (6) inventarisasi kebutuhan amenitas dan infrastruktyr

pendukung,

antara lain

pengembangan kelembagaan Geopark  melipyr struktur  pengelola  dan
Manaemen pengelolaan: (9) program promosi nila; Imiah Geopark untuk kegiatan
patiwisata, pendidikan dan peneir an. serta pengembangan imy pengetahuan
dan (10} program pengembangan kerja e

Sama dan peran aktif Pengelola Geopark

dalam jacingan kemitraan Geopark nasional, regional dan global

Musrenbang Geopark Nasional Pongkor merupakan forum musyawarah
wusyawara

antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepa

penanganan program priaritas, yang pada peren: naan tahun 2021 i prioritaskan
di prig

63



Lampiran 9. Format Usulan Musrenbang

DAFTAR USULAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG GEOPARK
UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2021

ALASAN

v
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Lampiran 10. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Terkait Pemulihan Pasca Bencana
Kawasan Geopark Nasional Pongkor

a. Urusan Bidang Infrastruktur

5 Nwwm‘guiusnl:muvnm

ntal pada Wil Sui WS) dalam 1 u) Daerah b aten/kota
ngkungan Hidup untuk Kontruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan

ir Tanah dan Air Baku

2(8| 8|8
3
£
T
g
13
c
Bl
c
ta
X
5
E1
3
S
| x
9%
>

[Rehabilitasi Bendungan .
Rehabllitas| Sumur Air Tanah Untuk Alr Baku
Rehabilitasi Tanggul Sungai
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebin
Rehabilitasl Stasiun Pompa Banjir
Peningkatan Tanggul Sungai
Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
Peningkatan Pintu Alr/Bendung Pengendali Banjir

Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau

L araan SuUngal

=i e e e

Iri) ibaw

litasi Jaringan Irigasi Per
ilitasi d Irigasl

as Jaringan Irigasi Rawa
ilitasi Jaringan Irigasi Tambak

| Sumur Irigasi Air Tanah
Il il n

O O o ol e et el N 8 5 (ol (o el Ll

EEEEEERER

2 b I i3 dan n Si:
2 ] 01 |Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategl dan Teknis SPAM
201 | G4 |Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan

06 |Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
201 | 08 |Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan
201 ]| 11 |Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SP, olel

rah K /Kota

emerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di rah K
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Rehabilltasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

01 | OS5 |Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

2.01 | 06 |Penyediaan Sarana Persampahan

Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TP,

upaten/Kota

FIER)

PST/SPA/TPS-3R/TPS

B
S AHARARN
R
H

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
201 | 05 |Rehabilitasi Sitem Pengelolaan Air Limbah Domestik

-
2
]
2
o
=
N

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan lingkungan

1 03 07 | 201 | 01 |Pembangunan dan Pengembangan Infstruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

i 03 10 | 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

it 03 10 | 2.01 | 05 |[Pembangunan Jalan

1 03 10 | 201 | 09 [Rehabilitasi Jalan

1 03 10 | 201 12 |Pembangunan Jembatan

1 03 10 | 201 16 [Penggantian Jembatan

1 03 10 | 201 | 18 |Rehabilitasi Jembatan

1 03 10 | 201 | 21 |Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat

1 03 12 | 2.01 Penetapan Rencana Tatat Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rincl Tata Ruan, RRTR) kab/kota
1 03 12 | 201 | 03 |Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

1 03 12 | 201 | 04 |Sosialisasi kbeijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang

1] 03 12 | 2.02 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruag Daerah Kabupaten/kota

1 03 12 2.02 01 _|Koordinasi dan Singkronisasi Penyususnan RTRW. Kabupaten/kota 4

1 03 12 2.02 | 02 |Koordinasi dan aSingkrosnisal Penyususnan RRTR Kabu; aten/Kota

1 03 12 | 202 | 03 |Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruan,

1 03 12 2.03 Koordinasi dan Singkrosnisasl Pemanfaatan Ruan Daerah Kabupaten/Kota

1 03 125 2.03 01 |Koordinasi dan Singkronisasi Pemanfaatan Ruan,

1 03 b 2.03 02 |Sistem Informasi Penataan Ruan 208 untul investas! dan Pembangunan Dacrah
1 03 12 | 2.04 Koordinasi dan Singkrosnisasi Pengendalian Pe B p: /Bog

4 03 12 | 2.04 | 04 |Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruan manfastan Ruang Daerah Kabupaten Bogot

04 02 | 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korba
04 02 | 2.01 | 01 [Identifikasi Perumahan di Lokasl Rawan Bencanaa
04 02 2.01 02

n Bencana atau Relokasl Program Kab
upaten/Kota

tau Terkena Relokasi Pro

Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagal LokasiRelokasi Perumahan £em Kabupaten/Kota

e o [ |
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b. Urusan Bidang Perekonomian

r M.

o - 3
T - - =
| ¥ T % ? g
| 4 = 1 ¢ 4
| & NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90/2019
{
< Tl
2
2 dan Jukung Kemandirian Pangan Sesuai ten,
ol -
03 ) Pan)
04 an Infrastruktur logistik
| 201 Kebutuhan Infras 1 Pendukus an P,
? 03| 201 dan penyaluran pangan poko atau pangan lainnya sesual dengan daerag /kota dalam
rangka staabilisasi pasokan dan harga pangan
09 o3| 201 | 02 sumber daya lokal
03] 201 aanaan distribusi pa; ok dan lainn;
0] 2 n ota
02 i dan kabuj ta
03| 202 tah kabupaten/kota
09 202 | 04 Pemerintah ota
2 09 |oa| 20 Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2 09 Joa| 201 | o1 usnan , Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pan;
2 09 20 Q kerawanan pangan kewenangan kabupaten atau kota
2 0 loaf 202 | m dan sinkronisasi n kerawanan panga kaby ta
2 0 (03] 202 [ o2 ik gel dan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencangkup
1 Daerah aten/Kota
i P TR T
2 17 o7 | 201 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalul Kem: Pesifinan, Penguatan
dan K Para Pemangku Kepentingan
2 17 201 | 01 [Pendataan potensi dan Usaha Mikro
17 107 ] 201 | 02 [Peml an Melalul kemitraan Usaha Mikro
17 1 07] 201 | 03 |Faisiitasi Kemudahan Peirzinan Usaha Mikro
17 1 07 ] 201 | 04 |Pemberd Kelem! Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
17 lo7| 201 | oS dinasi dengan Para P Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
17 | 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM -
17_l 08| 201 = ibangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecll
2 17 o8| 200 01" |Faisiitasi Usaha mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM. serta
dan Tekn
ITI‘.V| -
22 Q|20 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabu, aten/kota
22 02| 201 | 01 |Perlindus Pengembangan Pemnafaatan Objek Pemajuan kebudayaan -
22 1 021 201 | 02 [Pembinaan Sumber Daya Manusia lembaga, dan Pranata Kebudayaan
2 |os| 20 lolaan budaya peringkat kabupaten/kota |
2 2 los| 200 | m2 an dan penanggulangan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan cagar budaya
2 2 5 202 03 _lpeningkatan potensi nifai, informas!, dan promosi cagar bud: serta pemanfaatannya
2 22 | 05 | 202 | 04 |pendayagunaan cagar budays |
2 n 06| 201 Pengelolaan museum babupaten/kota -
ET) 22 1051 201 } 01 Iperindungan pengembangan_dan pemantaatan koleksl secara terpadn |
2 22 1 06| 201 | 03 |peninghtan akseses masyarakat terhadap museum N - |
2 2 106] 20 04 diaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum
22 22 1 06| 201 | 05_|revitalisasi sarana dan prasarana museum
3 2 _Ju d I N 11/
3 23 (o3| 20 Pemberdayaan Pembudi Daya tkan Kecil
3 25 103] 202 | o1 [p bangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
3 2 | o3 | 202 | 02 aksanaan Fasilitas) Pembentukan dan Pen; embangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3 2 1031 202 [ 03 |pelaksanaan Fasilitasi Rantuan Pendanaan Rantuan Pemblayan, Kemitraan Usaha
3 | % |03 204 Pengelolaan Pembudidayann fkan e PR ]
3 25 103 204 | 06 [Perencansan, pengemban, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan (kan di Darat
3 25 L 03] 204 107 [Perencanaan, dan Pengemban N pemanfaatan Al Untuk pembudidayaan (kan darat
: :z : 202 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Bag Usaha Pen, lolahansdan Pemasaran Skala Mikro dan Secl
202 |01 [Pelaksanaan Bimbingan dan pan Persyaratan atau standar Pada Usaha Pengolahan dan pemsaran skala mivro don
— ecll
: 25 05} 203 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baka Industl Peny olahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
! :5 051 203 |01 _[Peningkatan Ketersediaan Ikan Untik Konsumsi dan Usaha Pengelolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kab.
s 1051 200 [0z |p Skala Mikro dan Kecil dalam 1 [Satu) Daerah Kabupaten/Xots
| PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA B W
26 1021 a0 Peogelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota LR
26 1 021 201 1761 [Penetapan Oayn Talk Wisato Kabupaten/Kota 57 B ot
:: “_: 2 0: 02 _IPerancansan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota il
02 L 201 1 03 Tnengembangan Days Tarlk Wisata Kabupaten/Kots
AL ARSI U
26 | 02] 201 04 whets v

Monitaring dan Evaluasl Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota

fraks]
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C.

Urusan Bidang Sosial

A
é é ; E y NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN
AT ) [ &
Rehabilitas. Rua la Sekolal
eha i Unit Kesehatan Sekolah
n Sekolah
¢ Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 Pendidikan Sekolah Pertama
Rehab Kelas Sekolah
Rehabilitasi Guru Sekolah
si Sed: i K tan Sekolah
asi Sedal t Perpustakaan Sekolah
ilitasi Seda t Laboratorium
bilitast Seda at Ruang Serba Guna/Aula
Sedan ama
Rehal Sedan, t Fasiitas Parkir
02| 2 | 23 [Rehal Seda  Kantin Sekolah
j 24 i Seda L Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
0] 2 n Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
[02] 2 | 03 bilitast rat Gedu Kela: Guru PAUD
0] 204 Sedan, 't Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
02 2 P Pendidikan NonFormal/Kesetaraan
02| 2 | 03 |Rehabilitasi Seda rat uang Kelas/Ruang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
02| 2 | 04 |Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah NonFormal/Kesetaraan

%

02 | 02 |201 Pen: Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
: 02 (201] 01 |Peml n Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
02 | 02 | 02 [Pembangunan Puskesmas
| 02 | 02 [2.01] 03 |Peml n Fasilitas Kesehatan Lainny
02 | 02 |201] 06 |Ps ingan Puskesmas
02 | 02 |2.01| 07 |Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
02 | 02 [2.01] 09 |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
02 | 02 [201] 10 |Rehabilitasi dan Peneliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
02 | 02 [201] 12 |Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
02 | 02 [2.01] 13 |Pe Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
02 |201] 14 |Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
02 | 02 ]2.01] 15 |Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
02 | 02 |2.01] 16 [Pengadaan Obat, Vaksin
02 [ 02 [201] 17 |Pengadaan Bahan Habis Pakai__
| 02 |201]| 18 |Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
02 | 02 |201| 19 |Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
02 | 02 |201] 20 |Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Faislitas Pelayanan Kesehatan
02 | 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
02 | 05 |2.01 d Peran serta y dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
02 | 05 [2.01] 01 [Peni Uj Promosi Kesehatan, Advokasl, kmeltraan dan Pemberdayaan Masyarakat
P TR SR O |
1 | 06 | 02201 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adta Terpencil (KAT]
1 06 | 02 [201]| 01 |Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
1 | 06 | 021201 02 |Pen tan Kapasitas dan Pendampingan KAT
1 ] 0602202 Pen, lan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1| 06 | 0212021 01 |Koordinasi dan Singkronissi penerbitan zin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Baran
1 | 06]06]| 2 Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
1 ]06]06] 201 aan makanan
1 06 | 06| 2 | 02 iaan sandan, .
1 |06 |06)] 203 aan Tempat Penampungan Pengungs
1 ] 06|06 2 | 04 |Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
1 | 0606 2|05 |Pelayanan Dukungan Psikologis
1 o6 | 06| 2 Pés nggaraan Pemeberdayaan Masyarakat terhadap Keslapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1 ] 06|06 2| 01 |Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
1 | 06 |06] 2 | 02 |Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan taruna siaga bencana
2 | 07 | 02201 Pen n Rencana Tenaga Kerja (RTK|
2 | 07 | 02 ]201] 01 [Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2 | v7 | 02 |2.01] 02 [Pen n Te Kerja Mikro
2 | 07 |03 [201 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kom, si
2 | 07 | 03 |2.01] 01 [Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan b rl Kerja Berdasarkan Klaster Komptens|
07 | 04 ]201 Pela Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
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Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan

a. Kegiatan Olahraga Rutin

b. Kegiatan Menanam Bersama
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c. Foto Bersama Bidang PSDA
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